
BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 910/047/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang        
lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
Anggaran 2012.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569);
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355);

7. Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan 
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Perimbangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor  4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan 
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 4693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972);

28. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas 
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang   
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka 
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012        
Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2010 Nomor 13);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor  6 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2011 Nomor 6);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7). 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2012 Nomor 3);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2012 Nomor 4);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN        
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 
ANGGARAN 2012.

Pasal  1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 
sebagai berikut :

a. pendapatan                      Rp.  1.238.886.914.126,00
b. belanja Rp.  1.361.296.039.458,00

  (Defisit)         Rp.  (122.409.125.332,00)

c. pembiayaan
1. penerimaan   Rp.    136.211.125.332,00
2. pengeluaran Rp.     13.802.000.000,00

Pembiayaan Netto     Rp.    122.409.125.332,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.                               ,00
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Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf  a terdiri dari:
a. pendapatan asli daerah sejumlah  Rp.      95.290.104.531,00
b. dana perimbangan sejumlah Rp.  968.151.731.285,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.  175.445.078.310,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pendapatan:
a. pajak daerah sejumlah Rp.     29.883.357.000,00
b. retribusi daerah sejumlah Rp      23.706.263.810,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
    dipisahkan sejumlah Rp.       8.250.256.721,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

sejumlah Rp.    33.450.227.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pendapatan:
a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

sejumlah  Rp.     47.823.947.285,00
b. dana alokasi umum sejumlah Rp.   816.732.604.000,00
c. dana alokasi khusus sejumlah Rp    103.595.180.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri dari jenis pendapatan:
a. dana bagi hasil pajak/retribusi dari provinsi dan pemda 

pemda lainnya sejumlah Rp.     34.413.934.310,00
b. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp.    117.993.294.000,00 
c. bantuan keuangan dari provinsi atau dari 
    pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.      23.037.850.000,00

Pasal  3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf  b  terdiri dari:
a. belanja tidak langsung  Rp.   899.834.993.946,00 
b. belanja langsung sejumlah  Rp.   461.461.045.512,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
belanja:
a. belanja pegawai sejumlah Rp.   811.288.518.946,00
b. belanja hibah sejumlah Rp.     11.630.380.000,00
c. belanja bantuan sosial sejumlah Rp.                              ,00
d. belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan

Pemerintahan desa sejumlah Rp.          993.459.000,00
e. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/

kota dan pemerintahan desa sejumlah Rp.     71.422.636.000,00
f. belanja tidak terduga sejumlah Rp.       4.500.000.000,00

(3) Belanja   langsung   sebagaimana  dimaksud  ayat   (1)  huruf b  terdiri  dari  jenis 
belanja:
a. belanja pegawai sejumlah  Rp.     27.185.098.200,00
b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp.   173.036.507.435,00
c. belanja modal sejumlah Rp.   261.239.439.877,00
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Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf  c  terdiri dari:
a. penerimaan sejumlah Rp.    136.211.125.332,00
b. pengeluaran sejumlah  Rp.    13.802.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan :
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
    sebelumnya sejumlah Rp.     133.589.125.332,00
b. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.            210.000.000,00
c. Penerimaan hasil penarikan AMU dan Cadangan 
    Tujuan Rp.         2.412.000.000,00

(3)  Pengeluaran    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (1) huruf b terdiri dari jenis   
       pembiayaan:

   a. pembentukan dana cadangan Rp.         7.500.000.000,00
b. penyertaan modal pemerintah daerah sejumlah Rp.         6.092.000.000,00

   b. pemberian pinjaman daerah kepada lembaga / 
       masyarakat sejumlah Rp.           210.000.000,00

Pasal  5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

a.
b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.

j.
k.

l.

Lampiran I
Lampiran II

Lampiran III

Lampiran  IV

Lampiran   V

Lampiran  VI
Lampiran  VII
Lampiran VIII
Lampiran  IX

Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Ringkasan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja 
dan pembiayaan;
Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan daerah;
Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 
daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini 
dan;
Daftar pinjaman daerah.
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Pasal  6

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 
kriteria sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan 

yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program 

dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(5) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun 
anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan 
terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk 
keperluan mendesak.

(7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
mencakup :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(9) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati.

Pasal  7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah.

http://www.bphn.go.id/



Pasal  8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal  25 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

UTOYO

Ditetapkan di  Kota Mungkid
pada tanggal  25 Pebruari 2012

BUPATI  MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 6                 

http://www.bphn.go.id/
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